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Abstrak

Wajib pajak terbebani oleh pajak melebibi dari nominal yang sebarusnya mereka tanggung. Ada biaya kepatubhan
pajak (tax compliance cost) yang harus ditanggung oleh wajib pajak sebagai akibat dari menjalankan ketentuan
perpajakan. Studi terdabulu menemnkan jika biaya ini muncul sebagai akibat dari kompleksnya sistem perpajakan
(tax complexity). Namun penyebab lain dari biaya tersembunyi ini belum banyak dieksplorasi dan menyisakan gap
yang harus tutup. Studi ini menggunakan sudut pandang asymmetric information sebagai pemicu dari tax compliance
cost untuk memberi alternatif sudut pandang. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis dampak dari asymmetric
information terbadap tax compliance cost. Metode PLS SEM digunakan untuk membangun basis teoritis dan
mengestimasi dampak dari asymmetric information terhadap tax compliance cost.
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PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan tanpa mendapat imbalan
kembali secara langsung. Kontribusi tersebut seharusnya hanya sebatas apa yang menjadi kewajiban dari
wajib pajak dan hal tersebut di atur melalui udang-undang dibidang perpajakan. Namun disadari atau
tidak faktanya wajib pajak turut menangung beban lain di luar dari nominal pajak itu sendiri. Beban
tersembunyi ini disebut sebagai fax compliance cost atau biaya kepatuhan pajak. Tax compliance cost
didefinisikan sebagai biaya yang ditanggung oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan dan patuh pada
ketentuan dibidang perpajakan (Musimenta, 2020).

Kebanyakan studi terdahulu berfokus pada zax complexity sebagai penyebab dari munculnya zax
compliance cost. Namun satu hal yang luput dari perhatian adalah peran dari distribusi informasi. Padahal
dalam konteks regulasi distribusi informasi memegang peran penting untuk menutup kesenjangan
informasi di antara para pemangku kepentingan yang berpotensi memicu biaya. Distribusi informasi
yang cacat dapat disebabkan oleh berbagai macam halangan (informations barriers). Kondisi ini
mendorong para pihak berkepentingan masuk ke dalam kondisi keterpaparan informasi yang tidak
seimbang yang mana satu pihak memiliki informasi lebih lengkap dan detail dibanding pihak lainnya
kondisi ini disebut juga asymmetric information atau asimetris informasi (Lofgren et al., 2002).

Asymmetric information adalah isu yang selalu relevan dalam banyak konteks di kehidupan sehari-hari.
Dalam banyak kasus asymumetric information memberi konsekuensi yang merugikan seperti misalnya memicu
biaya (Rundo & Di Stallo, 2019). Dalam konteks perpajakan isu asimetris informasi menjadi satu dati sekian
banyak masalah yang mewarnai hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak (Bhalla & Sharma, 2022).
Namun sejauh pengetahuan peneliti tidak ada studi terdahulu yang mengangkat isu asimetris informasi
dalam kaitannya dengan biaya kepatuhan pajak. Maka dari itu dampak dari asymmetric information tethadap fax
compliance cost menjadi sesuatu pembahasan yang perlu untuk di eksplorasi lebih lanjut. Sebagai upaya untuk
mengeksplorasi isu tersebut studi ini merumuskan research guestion sebagai berikut:

RQ: Apakah dan dalam kondisi bagaimana asymmetric information memberikan dampak terhadap fax
compliance cost ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut studi kali ini bertujuan menguji hubungan antara
asymmetric information dan penyebabnya terhadap zax compliance cost dengan menggunakan analisis
multivariate. Studi ini berkontribusi dua hal pada literatur penelitian dengan tema biaya kepatuhan pajak.
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Pertama, studi ini menguji peran distribusi informasi terhadap biaya kepatuhan yang mana tidak banyak
studi membahas hal ini. Kedua, studi ini menggunakan metode analis Partial Least Square Structured
Eguation Modeling (PLS SEM) yang mana metode ini jarang digunakan sebagai metode analisis data
literatur biaya kepatuhan pajak.

Struktur pembahasan dalam studi ini adalah tersaji sebagaimana berikut: bagian pertama adalah
pendahuluan, bagian kedua adalah landasan teoritis, studi literatur, pengembangan hipotesis, dan model
penelitian, bagian ketiga adalah metodologi penelitian.

TINJAUAN LITERATUR

Asymmetric Information Theory

Asymmetric information atau asimetris informasi adalah sebuah kondisi di mana salah satu pihak yang
terlibat dalam suatu “kontrak” memiliki informasi lebih baik (better informed) dibanding pihak lainnya
(uninformed) sehingga dapat memberikan efek yang merugikan (Lofgren et al., 2002). Salah satu efek
merugikan tersebut adalah munculnya biaya tambahan (Liu & Wang, 2021). Penyebab utama dari
asimetris informasi adalah znformations barriers atau hambatan informasi yang merupakan kendala dari
proses penyebaran informasi (Vanék & Botlik, 2013). Hambatan informasi tersebut dapat berupa faktor
biaya, bahasa, waktu, pengetahuan, komunikasi, dan budaya.

Dalam konteks perpajakan Kiristiaji (2013) merumuskan sebuah model konseptual yang
menjelaskan jika asymmetric information dapat menjadi salah satu pemicu biaya kepatuhan pajak. Gambar 1
menjelaskan hubungan antara wajib pajak (WP) dan otoritas pajak (OP) yang diselimuti kondisi
asimetris informasi. Asumsi tersebut dibangun dengan dasar antara kedua belah pihak terjadi perbedaan
interpretasi aturan perpajakan (AP), minimnya keterwakilan WP dalam hal perumusan aturan,
kompleksnya sistem perpajakan, dan fakta bahwa OP lebih familier dengan aturan secara lebih detail.
Kondisi yang demikian menimbulkan posisi yang tidak seimbang antara WP dan OP yang mana
berpotensi menimbulkan adverse selection dan moral hazard.

Sebagai akibat dari kondisi asymmetric information WP akan mengeluarkan biaya untuk menyewa
jasa konsultan pajak (KP) karena KP diasumsikan mempunyai cukup informasi untuk menutup gap
informasi antara WP dan OP. Lebih lanjut gap informasi tersebut dapat menimbulkan potensi sengketa
pajak yang mana akan mengeskalasi WP ke ranah pengadilan pajak (PP) sehingga berpotensi
menimbulkan biaya lain berupa denda dan penalti. Terakhir limpahkan informasi (X) dari beragam
sumber dan aktor yang tersebar di publik juga turut berkontribusi menyebabkan asymmetric information.

Gambar 1. Hubungan Antara Asymmetric Information dan Tax Compliance Cost

Sumber: Kristiaji (2013)

Catatan: AP= aturan perpajakan, OP= otoritas pajak, WP= wajib pajak, KP= konsultan
pajak, PP= pengadilan pajak X= pihak ke tiga penyumbang asimetris informasi
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Penelitian yang dilakukan oleh Rundo dan Di Stallo (2019) menemukan bukti empiris jika
asimetris informasi dapat menyebabkan timbulnya biaya tersembunyi yang merugikan salah satu pihak.
Biaya tersebut muncul sebagai akibat dari perbedaan antara informasi yang disepakati dan informasi
yang diberitahukan. Dalam konteks perpajakan perbedaan interpretasi suatu aturan antara wajib pajak
dan otoritas pajak berpotensi menimbulkan biaya tersembunyi. Otoritas pajak yang juga berperan
sebagai regulator memiliki informasi yang lebih masif dan jelas akan aturan perpajakan itu sendiri.
Sementara dalam proses implementasi aturan tersebut akan menghadapi berbagai macam halangan
informasi sehingga berpotensi menimbulkan asimetris informasi. Hal ini pada akhirnya memicu biaya
tersembunyi bagi wajib pajak karena wajib pajak harus menanggung asimetris informasi ini dengan
membayar jasa konsultan pajak atau membayar denda dan biaya lainnya sebagai akibat dari kesalahan
menginterpretasikan suatu aturan perpajakan.

H1: Asymmetric information berpengaruh positif terhadap Zax compliance cost

Tax Knowledge

Tax knowledge atau pengetahuan pajak merujuk pada persepsi seseorang akan tingkat kemampuan
mereka memahami dan patuh pada peraturan dibidang perpajakan (Bornman & Ramutumbu, 2019).
Tax knowledge menjadi isu penting yang berkaitan dengan banyak isu perpajakan lain seperti misal zax
compliance (kepatuhan pajak) dan fax morale (moralitas pajak). Banyak hasil penelitian menyimpulkan
bahwa meningkatkan fax &nowledge adalah salah satu cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tax
knowledge terdiri dari tiga elemen mendasar yaitu pengetahuan umum mengenai pajak (general tax
knowledge), pengetahuan mengenai aspek hukum perpajakan (lga/ tax knowledge), dan pengetahuan
prosedural perpajakan (procedural tax knowledge).

Ketiga elemen mendasar ini dapat didorong oleh beragam faktor seperti misal tingkat
pendidikan seseorang dan kesadaran akan pajak itu sendiri. Selain itu pemahaman akan konsep dan
teknis dari aturan perpajakan juga menjadi faktor krusial. Aturan perpajakan yang sudah jelas sekalipun
bahkan masih memiliki potensi untuk diinterpretasikan secara berbeda oleh wajib pajak dan otoritas
pajak sesuai kepentingan mereka masing-masing (Bornman & Ramutumbu, 2019). Perbedaan
interpretasi ini dapat disebabkan oleh persepsi yang berbeda dari kedua belah pihak. Merujuk pada teori
asimetris informasi perbedaan persepsi ini disebabkan oleh hambatan informasi berupa perbedaan
pengetahuan (&nowledge) yang dimiliki oleh kedua belah pihak (Van¢k & Botlik, 2013). Asymumetric
information dapat menurun seiring dengan meningkatnya pengetahuan dari pihak-pihak yang terlibat
kontrak (Chen et al., 2013). Maka dari itu meningkatkan pengetahuan pajak diperlukan untuk
mengurangi asimetris informasi antara wajib pajak dan otoritas pajak.

H2: Tax knowledge berpengaruh negatif terhadap asymmetric information

Tax Information Media

Tax information media atau media informasi pajak adalah segala bentuk perantara komunikasi yang dapat
digunakan untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan perpajakan (Usman et al, 2019).
Penggunaan media seperti gambar, video, atau ilustrasi mampu memberikan gambaran penjelasan yang
lebih jelas dibanding media tekstual. Kreator media baik itu otoritas pajak ataupun pihak ketiga dapat
menggunakan platform seperti media sosial dan website sebagai saluran untuk memperluas cakupan
penyebaran informasi yang lebih efektif.

Penggunaan media tertentu dapat membantu untuk menyelesaikan masalah asymmetric information
(Usman et al., 2019). Dalam konteks asymmetric information. pola komunikasi dapat menjadi halangan
informasi. Sehingga semakin variatif media yang digunakan untuk menyebarkan informasi berkaitan
dengan pajak maka kesenjangan informasi akan dapat di minimalkan.

H3: Tax information media berpengaruh negatif terhadap asymmetric information

Tax Authority Bebaviors

Tax authority behaviors atau perilaku otoritas pajak didefinisikan sebagai segala macam bentuk pelayanan
yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang berorientasi pada wajib pajak atau costumer
oriented (Eichfelder & Kegels, 2013). Berdasarkan sudut pandang ini segala informasi yang diberikan
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oleh otoritas pajak menjadi suatu bernilai dan berguna bagi wajib pajak. Dalam konteks asymmetric
information distribusi informasi yang merata kepada semua pihak menjadi salah satu cara menutup
kesenjangan informasi yang dimiliki. Sehingga semakin otoritas pajak secara transparan menyampaikan
informasi berkaitan dengan aturan perpajakan maka kesenjangan informasi dapat diatasi.

H4: Tax authority behaviors berpengaruh negatif terhadap asymmetric information

METODE PENELITIAN

Berdasarkan hasil studi literatur pada bagian sebelumnya studi ini merumuskan model konseptual
sebagaimana terlihat pada Gambar 2 di bawah. Model konseptual penelitian menggambarkan
determinan dari asymmetric information dan dampaknya terhadap zax compliance cost.

Gambar 2. Model penelitian

» N

Catatan: TK= tax knowledge, TIC= tax information media, TAB= tax authority bebavior, A1=asymmetric
information, TCC= tax compliance cost

Sampel Penelitian

Bagian ini membahas mengenai data dan sampel yang digunakan untuk penelitian. Penelitian ini
menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur. Responden dalam studi ini
yaitu wajib pajak pribadi yang berprofesi sebagai wirausaha atau pekerja bebas. Alasan yang mendasari
pemilihan responden ini adalah pelaporan pajak penghasilan untuk kedua jenis profesi tidak menganut
withholding fax sehingga relevan digunakan sebagai sampel responden. Metode yang digunakan untuk
pengambilan sampel adalah convenience sampling.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam studi ini terdiri dari lima konstruk. Setiap konstruk diukur
menggunakan setidaknya tiga sampai dengan lima indikator yang diadaptasi dan disesuaikan dari
penelitian terdahulu. Tabel 1 di bawah menyajikan secara ringkas mengenai item yang digunakan
sebagai pengukuran beserta definisi dari masing-masing konstruk.

Tabel 1. Pengukuran Model Penelitian

Variabel Definisi Item Sumber
Biaya yang ditanggung e saya bersedia membayar jasa
Tax compliance  oleh wajib pajak dalam konsultan pajak agar dapat
cost rangka menjalankan dan melaporkan pajak dengan lengkap dan

patuh pada ketentuan benar Vincent
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Variabel Definisi Item Sumber
dibidang perpajakan saya menghabiskan banyak waktu (2021); Md
(Musimenta, 2020) untuk melaporkan pajak dengan Zin et al
lengkap dan benar (2021)
saya mengeluarkan banyak biaya
tambahan untuk melaporkan pajak
dengan benar dan lengkap
saya membayar pajak untuk
menghindari denda
saya membayar pajak karena besar
kemungkinan besar akan terdeteksi
tidak patuh pajak
e otoritas pajak memiliki informasi
lebih banyak jika dibandingkan
dengan saya
e otoritas pajak lebih familier
mengenai aturan perpajakan jika
Kondisi yang mana salah dibandingkan dengan saya
satu pihak dalam kontrak e otoritas pajak lebih paham
Assymetric memiliki informasi lebih mengenai aspek teknis perpajakan  Cheng et al
z';y”ormaz‘z'm baik dibanding pihak ] ika dibandingkan dengan saya (2014)
lainnya e otoritas pajak lebih paham dampak
(Lofgten et al.,, 2002) dari aturan perpajakan jika
dibandingkan dengan saya
e otoritas pajak lebih paham
mengenai apa yang menjadi
kehendak dari aturan perpajakan
jika dibandingkan dengan saya
e saya memahami peraturan
. perpajakan
Persep si seseorang akan e saya memahami bahasa yang tertera
tingkat kemampua.n dalam peraturan perpajakan Bornman
mereka memahami dan saya memahami prosedur pengisian and
Tax knowledge gagu;l pada per.atll;ran SPT pajak dengan baik Ramutumbu
ibidang perpajakan : _ (2019)
(Bornman & Ramutumbu, ©®  52y2 memahami cara menghitung
2019) pendapatan dan beban
e saya memiliki pemahaman pajak
yang baik secara umum
e sosial media dan website adalah
Segala bentuk perantara media yang efisien untuk
komunikasi yang dapat mendapatkan informasi
Tax digunakan untuk e sosial media dan website B
. . . . : : ) . uetal
information menyampaikan informasi menyediakan informasi terbaru (2021)
media berkaitan dengan berkaitan dengan perpajakan
perpajakan e sosial media dan website memenuhi
(Usman et al.,, 2019) kebutuhan informasi perpajakan
saya
Tax otority Segala macam bentuk e otoritas pajak mampu memberikan ~ Eichfelder
behaviour pelayanan yang diberikan jawaban yang presisi and Kegels
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Variabel Definisi Item Sumber
oleh otoritas pajak kepada ® otoritas paiak berpotensi (2013)
wajib pajak yang memberikan jawaban yang
berorientasi pada wajib kontradiktif antara satu dengan
pajak lainnya
(Eichfelder & Kegels,

e otoritas pajak memberikan jawaban

2013) yang bernilai

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah Partial I east Square Structured Equation
Modeling (PLS SEM). Model PLS SEM berfungsi membantu peneliti membangun model jalur untuk
mengestimasi dampak asymmetric information tethadap tax compliance cost dengan turut mempertimbangkan
taktor zax knowledge, tax information channels, dan tax authority bebaviors. Model penelitian dalam studi ini
masih baru dan belum mapan sehingga membutuhkan lebih banyak eksplorasi. Atas dasar tersebut

metode PLS SEM digunakan karena metode ini adalah yang paling sesuai untuk kebutuhan estimasi dan
konstruksi teori (Dash & Paul, 2021).
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